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Dian Utami Ningsih, 2008. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian 
Pernyataan Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana 
Tanpa Hak Mengedarkan Psikotropika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 
Surakarta). Fakultas Hukum UNS. 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kekuatan 
pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam persidangan tindak 
pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika; serta dapat atau tidak dapatnya 
pernyataan pengakuan bersalah terdakwa menjadi dasar pertimbangan penilaian 
dan keyakinan Hakim dalam memutus tindak pidana tanpa hak mengedarkan 
psikotropika tersebut. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif yang 
bersifat deskriptif. Data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu dengan 
menggunakan data-data secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen resmi, 
peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan bahan tertulis lainnya. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber 
data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-
undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan ada tiga macam, 
yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik 
analisis data yang digunakan dengan cara mengolah data, menguraikan dan 
menghubungkan data tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam 
bentuk penulisan hukum secara sistematis yang kemudian akan didapat suatu 
kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. 
Kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam 
persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika dapat diartikan 
sama dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yakni bebas berada 
di tangan hakim. Penilaiannya berdasar pada keyakinan hakim, yakni baik yang 
berupa kurang nilainya ataupun tidak memberi kekuatan bukti sama sekali. 
Pernyataan pengakuan bersalah terdakwa yang telah ditafsirkan secara analogi 
menjadi keterangan terdakwa, dapat dijadikan dasar pertimbangan dan keyakinan 
hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Sesuai dengan ketentuan batas 
minimum pembuktian perkara pidana berdasar pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 
189 ayat (4) KUHAP, bahwa harus di dukung dengan alat bukti yang sah lainnya 
ditambah dengan keyakinan hakim yang memperkuat dakwaan terhadap 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia sebagai suatu negara yang dalam tahap membangun dan 
berkembang tentunya memiliki tujuan dan cita-cita bangsa. Hal tersebut 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia 4 yaitu 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka 
mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa tersebut, Bangsa Indonesia dituntut 
untuk mampu membentuk dan membina suatu kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang baik serta berbudi luhur, untuk mewujudkannya diperlukan 
adanya ketentuan yang mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah 
ketentuan hukum dalam segala bidang. 
Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 
menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 
Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak 
perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan 
hukum (Sudarto, 1986:111). Sehingga segala bentuk kejahatan dapat 
diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan dengan adanya hukum pula 
diharapkan dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat 
dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri, hukum 
tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera dan cepat, karena 
hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk membuktikan benar atau 
tidak suatu tindak pidana telah terjadi, yang bisa jadi memakan waktu lama, 
guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan 
kepentingan umum. 
Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai serangkaian peraturan 
atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Hal tersebut 
seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 
menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), 
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat) (Djoko Prakoso, 
1988:23).   Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa 
macam hukum, antaranya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. 
Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat. Hukum pidana 
1 
merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada 
pelaku. Hal tersebut menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum 
pidana materiil (Bambang Waluyo, 2000:6). Sedangkan hukum acara pidana 
mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan 
penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Hukum acara pidana 
merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, 
dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana 
(Djoko Prakoso, 1988:1). 
Pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan penegakan hukum 
acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 2 KUHAP telah diatur mengenai 
ruang lingkup berlakunya undang-undang tersebut, yang berbunyi : ”Undang-
undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara pelaksanaan dalam 
lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.” Sehingga dalam 
menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum apabila terjadi suatu 
perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik oleh masyarakat 
maupun aparatur negara, maka harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku tersebut, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan 
dalam KUHAP. 
Hukum acara pidana memiliki tiga fungsi pokok atau tujuan dari 
hukum acara pidana, yaitu (Achmad S. Soema Di Pradja, 1981:4-5) :  
1.   mencari dan menemukan kebenaran 
2.  pengambilan keputusan oleh hakim 
3.  pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu. 
Salah satu tujuan dalam hukum acara pidana yang telah disebutkan 
diatas adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam hal ini untuk 
mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari 
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan 
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Dengan kata 
lain, tujuan akhir dari pemeriksaan adalah membuktikan kebenaran. 
Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan 
sidang pengadilan. Serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Karena 
dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan 
perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya 
pembuktian juga maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian 
dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk 
membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari 
segala hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat 
dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi 
hukuman pidana (M. Yahya Harahap, 2006:273).  
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat pembuktian 
adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam 
undang-undang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. 
Adapun macam-macam alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana 
seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut : 
1) Alat bukti yang sah ialah : 
 a) Keterangan Saksi; 
 b) Keterangan Ahli; 
 c) Surat; 
 d) Petunjuk; 
 e) Keterangan Terdakwa, 
2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan 
pertama pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir 
adalah keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian 
dalam hukum acara pidana diutamakan kepada kesaksian. Namun bukan 
berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan 
perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian di muka persidangan, 
masing-masing alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama. 
Sebagaimana dikatakan bahwa salah satu alat bukti adalah keterangan 
terdakwa. Penempatannya pada urutan terakhir disebabkan karena untuk 
menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah 
pemeriksaan saksi. Di dalam KUHAP sengaja dirumuskan keterangan 
terdakwa, maksud dari hal tersebut adalah sesuai dengan tujuan utama 
KUHAP yakni melindungi hak-hak asasi manusia dan menempatkan manusia 
sesuai dengan harkat dan martabatnya. 
Perihal mengenai keterangan terdakwa dapat diartikan terdakwa tidak 
harus selalu membenarkan mengenai kehendak pihak penegak hukum setiap 
tingkat pemeriksaan perkara, sehingga ada kecenderungan upaya paksa dari 
penegak hukum agar terdakwa memberikan pernyataan pengakuan bersalah. 
Hal ini berbeda dengan masa berlakunya HIR yang menempatkan pengakuan 
bersalah terdakwa sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. 
 
Meskipun KUHAP tidak merumuskan pengakuan terdakwa sebagai 
suatu alat bukti, akan tetapi dalam praktek hukum, khususnya hukum acara 
pidana saat ini sebagai suatu keterangan yang tidak bisa dihindari oleh 
penegak hukum dengan menemui adanya pernyataan bersalah dari terdakwa. 
Hal ini tampak lebih berarti sekali pada tindak pidana berupa tanpa hak 
mengedarkan psikotropika, karena biasanya pada tindak pidana ini cara-cara  
terdakwa melakukan tindak pidana tergolong murni, maka untuk melakukan 
pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidaklah mudah.  
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 
bagaimana kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa 
dalam persidangan perkara tanpa hak mengedarkan psikotropika serta 
dapatkah pernyataan pengakuan bersalah tersebut menjadi suatu pertimbangan 
penilaian bagi hakim dalam memutus suatu perkara tanpa hak mengedarkan 
psikotropika, dengan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul : 
”TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN 
PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM 
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN 
PSIKOTROPIKA  (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang 
diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat 
menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai 
kualitas penelitian yang diharapkan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.    Bagaimanakah kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah 
terdakwa dalam persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan 
psikotropika? 
2.    Apakah pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dapat menjadi dasar 
pertimbangan penilaian Hakim dalam memutus tindak pidana tanpa hak 
mengedarkan psikotropika? 
C. Tujuan Penelitian 
Adanya suatu penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan 
subyektif) maupun untuk mendapatkan suatu solusi atas masalah yang 
dihadapi (tujuan obyektif). Adapun tujuan yang ingin dicari dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1.Tujuan Subyektif 
a.   Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Strata Satu 
(S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret; 
b.   Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya 
mengenai kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah 
terdakwa dalam persidangan perkara pidana tanpa hak mengedarkan 
psikotropika serta kesesuaian antara teori yang diperoleh dan 
kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan; 
2.Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian pernyataan 
pengakuan bersalah terdakwa dalam persidangan perkara tanpa hak 
mengedarkan psikotopika; 
b. Untuk mengetahui dapatkah pernyataan pengakuan bersalah terdakwa 
menjadi dasar pertimbangan penilaian Hakim dalam memutus perkara 
tanpa hak mengedarkan psikotropika. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1.Manfaat teoritis 
a.  Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Acara Pidana pada 
khususya mengenai kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah 
terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana tanpa hak mengedarkan 
psikotropika; 
b.  Dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau 
bahan-bahan informasi ilmiah, yang digunakan utuk mengembangkan 
teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Acara Pidana. 
2.Manfaat Praktis 
a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca 
mengenai kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa 
dalam perkara tanpa hak mengedarkan psikotropika; 
b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait 
dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang 
menyangkut masalah ini. 
E. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal atau 
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder belaka. 
2.  Sifat Penelitian  
Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lain yang maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau 
menyusun teori-teori baru. Dalam hal ini adalah untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang pernyataan pengakuan bersalah terdakwa 
dalam persidangan perkara pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
3.  Jenis Data 
Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder (secondary 
data), yaitu sejumlah data dan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen resmi, peraturan 
perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan bahan tertulis lainnya yang dapat membantu peneliti 
untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.  
4.   Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang 
diperoleh dari bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-
undangan, laporan, buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. Soerjono Soekanto dalam 
bukunya Pengantar Penelitian Hukum (2006:51-52) membagi tiga macam 
bahan hukum menjadi 3 (tiga) : 
a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
b.  Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu 
buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pembuktian, 
berupa Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, 
Putusan Hakim dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 
Psikotropika yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian 
ini, serta bahan literatur lainnya. 
c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 
bahan dari internet, kamus dan sebagainya yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
5.   Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data yang 
akurat dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data 
dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa  
bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, 
buku-buku kepustakaan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 
dengan mendapatkan literatur baik yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 
Surakarta maupun yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret dan perpustakaan pusat Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
6.  Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu tahap penting dan menentukan, 
karena pada tahap ini, peneliti mengolah data yang kemudian akan didapat 
suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. 
Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau 
normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu berupa dokumen-
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber lain 
yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti, untuk kemudian 
data yang diperoleh tersebut akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian 
rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan hukum yang 
sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh 
mengenai sistematika dalam penulisan hukum ini, peneliti membagi penulisan 
hukum ini menjadi empat bab, adapun sistematika penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut :  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini akan menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi 
masalah dan memberikan gambaran mengenai dasar pemilihan judul. 
Gambaran tersebut ditambah dengan rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini serta sistematika penulisan hukum untuk 
memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis 
besar. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang pembuktian dan 
alat bukti yang sah menurut KUHAP, tinjauan tentang keterangan 





BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan 
pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai kekuatan 
pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam 
persidangan tindak pidana tanpa hak  mengedarkan psikotropika dan 
mengenai dapat atau tidaknya peryataan pengakuan bersalah 
terdakwa sebagai dasar pertimbangan penilaian hakim dalam 
memutus tindak pidana tersebut. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang 
berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan 















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pembuktian Dan Alat Bukti yang Sah Menurut 
KUHAP 
a.  Pengertian Pembuktian 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 
dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 
yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 
membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan 
tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan 
terdakwa (M. Yahya Harahap, 2006:273). Subekti (2007:1) 
memberikan arti membuktikan ialah menyakinkan Hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 
persengketaan. 
Berdasarkan uraian diatas arti pembuktian ditinjau dari segi 
hukum acara pidana, antara lain : 
1)  ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari 
dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, 
terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata 
cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. 
Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam 
menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa 
mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan 
yang telah digariskan undang-undang. 
 Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat 
menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 
ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim 
hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan 
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yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, 
dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap 
alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang 
yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran 
hukuman. 
2) sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari 
dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, 
harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-
undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 
KUHAP. 
b.  Prinsip Pembuktian 
Prinsip-prinsip pembuktian antara lain : 
1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
 Prinsip ini diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” 
atau biasa disebut dengan istilah notoire feiten notorius (generally 
known). 
2)  Satu saksi bukan saksi. 
Prinsip ini diatur pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 
kepadanya”, prinsip ini sering dikenal dengan istilah unus testis 
nullus testis. 
3) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut 
umum membuktikan kesalahan terdakwa. 
Dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP menerangkan bahwa 
“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” 
Hal ini berkebalikan dengan prinsip pembuktian terbalik yang 
hanya sering digunakan dalam pembuktian tindak pidana tertentu 
saja. 
4) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. 
Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang 
berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri.” 
Berdasarkan pada pasal tersebut maka segala sesuatu yang 
diterangkan oleh terdakwa di sidang pengadilan hanya dapat 
diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat 
bagi diri terdakwa sendiri. 
c.  Sistem Pembuktian 
Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 
meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. 
Untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan, maka 
harus dilakukan dengan cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian 
yang diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus 
dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa, dan 
bahwa pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah. 
Kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran 
materiil yang berarti bahwa bukan sekedar kebenaran yang didapatkan 
di muka persidangan saja tetapi juga berdasarkan pada kebenaran yang 
sesungguhnya terdapat pada saat suatu perbuatan pidana itu terjadi. 
Kebenaran tersebut merupakan kebenaran yang disusun dan didapat 
dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan dan atau benda yang 
berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan masa lalu yang 
diduga menjadi perbuatan pidana. Suatu pembuktian menurut hukum 
pada dasarnya untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-
fakta yang masa lalu tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang 
dalam hubungannya dengan perkara pidana dalam sistem pembuktian 
dikenal berbagai macam. 
Menurut Andi Hamzah, terdapat empat (4) macam sistem atau 
teori pembuktian, antara lain : 
1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara 
positif (positief wettelijk bewijstheorie) 
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada 
undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan 
sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, 
maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini 
disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie) (Andi 
Hamzah, 2004:247). 
Menurut pendapat D. Simons yang dikutip oleh Andi 
Hamzah (2004:247) dalam bukunya Hukum Acara Pidana 
Indonesia, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-
undang secara positif (Positief Wettelijke) ini berusaha untuk 
menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim secara ketat 
menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. 
Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan 
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman 
pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa 
semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal 
sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut 
undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa 
tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sistem ini benar-benar 
menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah 
atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan 
alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang (M. Yahya 
Harahap, 2006:278). 
Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah 
berdasarkan undang-undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan 
pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-
bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka 
hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa. 
2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu 
(Conviction Intime) 
Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa 
sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun 
kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah 
melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, 
diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri (Andi 
Hamzah, 2004:248). 
Sistem pembuktian conviction intime menentukan salah 
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian 
keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian 
kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan 
keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan 
boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang 
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan 
alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik 
keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem 
pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. 
Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa 
semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat 
bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan 
terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan 
terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, 
selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa (M. Yahya 
Harahap, 2006:277). 
Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-
alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan 
hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, 
tetapi tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. 
Penilaian berdasarkan sistem ini, betul-betul tergantung pada 
penilaian subjektif dari hakim tersebut. 
3) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan 
yang logis (Laviction Raisonnee) 
Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang 
disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai 
batas waktu tertentu (laconviction raisonnee). Menurut teori ini, 
hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 
keyakinannya, keyakinan mana berdasarkan kepada dasar-dasar 
pembuktian yang disertai suatu kesimpulan (conclusie) yang 
berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. 
Sistem atau teori pembuktian ini di sebut juga pembuktian bebas 
karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan 
keyakinannya (vrije bewijs theorie) (Andi Hamzah, 2004:249). 
Sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor 
keyakinan hakim dibatasi. Dalam sistem ini, keyakinan hakim 
harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib 
menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari 
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan 
hakim dalam sistem conviction raisonnee, harus dilandasi 
reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus reasonable, 
yakni berdasar alasan yang diterima. Keyakinan hakim harus 
mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat 
diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang 
tertutup tanpa uraian yang masuk akal (M. Yahya Harahap, 
2006:277-278). 
4) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif 
(Negatief  Wettelijk) 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut 
keyakinan atau conviction intime. HIR maupun KUHAP keduanya 
menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-
undang negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan 
dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus 
didasarkan kepada undang-undang (KUHAP) yaitu alat bukti yang 
sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan 
keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal 
yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 294 ayat (1) HIR yang 
berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorang pun boleh dikenakan 
pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti 
yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana 
dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah 
melakukan perbuatan itu.” 
Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang 
dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif (negatief 
wettelijk). Dan tanpa adanya keyakinan terhadap alat bukti yang 
diajukan dalam persidangan maka terdakwa dapat di putus bebas. 
d.  Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP 
Penjelasan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 HIR 
mengandung arti yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama menganut 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan 
antara keduanya adalah, hanya terletak pada penekanan saja.  Pada 
Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti 
yang sah, lebih ditekankan perumusannya. 
Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk 
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus : 
1) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah, 
 
2) dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
Sehingga tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang 
kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. 
Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Dan 
dalam hal ini keyakinan hakim hanya bersifat unsur pelengkap atau 
complimentary dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam model 
putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat dikesampingkan 
apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. 
Sekalipun hakim yakin dengan seyakin-yakinnya akan kesalahan 
terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak 
dibarengi dengan pembuktian yang cukup. 
Sehubungan dengan pembatasan sistem pembuktian, ada lagi 
prinsip yang perlu dibicarakan yaitu masalah batas minimum pembuktian. 
Asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani 
dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau 
tidaknya terdakwa (M. Yahya Harahap, 2006:283). 
Untuk lebih jelasnya mengenai batas minimum pembuktian maka 
kita bertolak pada Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya”. 
Dalam pasal tersebut terdapat kalimat “dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah”, maksudnya adalah untuk menjatuhkan pidana kepada 
seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa 
telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah”. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan 
kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-
undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan 
terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, 
paling sedikit dua alat bukti yang sah. 
e. Alat bukti yang sah dalam KUHAP 
Dalam KUHAP telah diatur mengenai alat bukti yang sah dalam 
pemeriksaan pembuktian dalam persidangan perkara pidana. Dimana 
pembuktian tersebut akan membantu hakim dalam memeriksa, mengadili 
dan memutus suatu perkara. Serta hakim harus secara sungguh-sungguh 
memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain 
itu juga alat bukti tersebut berguna untuk menambah keyakinan hakim 
atau kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 
terdakwa. 
Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah ialah 






Selanjutnya akan diuraikan alat-alat bukti yang tersebut dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik yang berhubungan dengan penerapan alat-
alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian 
yang melekat pada setiap alat bukti tersebut. 
1) Keterangan Saksi 
Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27 
KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah disebutkan dalam 
Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyedikan, penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 
ia alami sendiri. 
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 
yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian 
perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. 
Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang 
lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan 
saksi (M. Yahya Harahap, 2006:286). 
Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik 
pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, 
bukan merupakan keterangan saksi (Andi Hamzah, 2004:260). Nilai 
kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya dilihat dari unsur 
pengucapan sumpah atau janji saja. Ada beberapa syarat yang harus 
melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat 
bukti yang sah. Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” 
keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan 
pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan sebagai berikut 
(M. Yahya Harahap, 2006:294-295) : 
a)  mempunyai kekuatan pembuktian bebas 
pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang 
sempurna (volleding bewijskracht), dan juga tidak melekat di 
dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan 
menentukan (beslissende bewijskracht). Alat bukti kesaksian 
sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak 
sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat. 
b)  nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. 
alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak 
menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas 
menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, 
dan dapat menerima atau menyingkirkannya. 
2) Keterangan ahli 
Dalam Pasal 1 angka 28 telah disebutkan bahwa keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli berbeda 
dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. 
Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi 
keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi 
mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan 
seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang 
sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu 
(Andi Hamzah, 2004:269). 
KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan 
sebagai alat bukti keterangan ahli dan keterangan seorang ahli secara 
tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat. Mengenai 
kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada 
prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan 
pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. 
3) Surat 
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut 
ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah 
menurut undang-undang ialah (M. Yahya Harahap, 2006:306) : 
a) surat yang dibuat atas sumpah jabatan, 
b) atau surat yang dikaitkan dengan sumpah. 
Kemudian dalam pasal tersebut juga merinci mengenai bentuk-
bentuk alat bukti surat yang terdiri atas empat (4) ayat (Andi Hamzah, 
2004:270) : 
a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; 
b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang 
diminta secara resmi daripadanya; 
d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
Dalam hukum acara pidana sama sekali tidak mengatur ketentuan yang 
khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. 
4) Petunjuk 
Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) yang 
memberikan definisi petunjuk adalah sebagai berikut: “Petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 
antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya.” Sedangkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan 
bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan 
keterangan terdakwa. 
Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian 
atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 
berdasarkan hati nuraninya (Andi Hamzah, 2004:272). Adapun 
mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan 
kekuatannya dengan alat bukti yang lain, yaitu hanya mempunyai sifat 
kekuatan pembuktian yang bebas (M. Yahya Harahap, 2006:317). 
5) Keterangan Terdakwa 
Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat 
(1) KUHAP, yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang 
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”  
Penempatan alat bukti terdakwa pada urutan terakhir dalam Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu alasan yang dipergunakan 
untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa 
dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. 
Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang 
menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti 
yang lain.” 
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. Keterangan terdakwa saja seperti yang disebut diatas, tidak 
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan 
yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat 
bukti yang lain (C.S.T. Kansil, 1993: 237). Jadi menurut ketentuan pada 
Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut, bahwa keterangan seluruhnya dari 
terdakwa di muka Hakim, untuk menjadi bukti yang sempurna, harus 
disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dalam mana 
peristiwa pidana diperbuat, keterangan mana akan semua atau sebagian 
harus cocok dengan keterangan mana semua atau sebagian harus cocok 
dengan lain-lain bukti. Meskipun tidak disebutkan dalam undang-
undang, bahwa suatu keterangan terdakwa hanya berharga, apabila 
pengakuan itu, mengenai hal-hal yang terdakwa mengalami sendiri, 
seperti halnya dengan kesaksian (Djoko Prakoso, 1988:112-113). 
2. Tinjauan Tentang Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Pengakuan 
Bersalah Terdakwa 
a. Alat Bukti Keterangan Terdakwa 
1) Pengertian Terdakwa dan Keterangan terdakwa 
Proses pembuktian untuk mendapatkan kebenaran terhadap 
suatu tindak pidana, hakim dengan alat bukti yang ada dapat 
menemukan keyakinannya akan tindak pidana yang telah diperbuat 
oleh terdakwa. Salah satu bukti tersebut adalah keterangan terdakwa 
yang akan memberi keterangan serta pengakuan atas kesalahan yang 
dituduhkan padanya. 
Pasal 1 angka 15 KUHAP telah memberikan pengertian 
mengenai terdakwa yang berbunyi ”terdakwa adalah seorang 
tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.” 
Sedangkan pengertian mengenai keterangan terdakwa telah tercantum 
dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi ”keterangan 
terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami 
sendiri.” 
2) Asas Penilaian Keterangan Terdakwa 
Tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti 
yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat 
dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, 
diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain (M. 
Yahya Harahap, 2006:320-321) : 
a)  Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan 
Agar suatu keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, 
baik pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh 
terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau 
jawaban terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh ketua 
sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. 
Adapun yang dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi 
pernyataan pengakuan belaka, tapi termasuk penjelasan 
pengingkaran yang dikemukakannya. 
b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri. 
Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, apabila 
keterangan tersebut merupakan peryataan atau penjelasan:  
(1) tentang perbuatan yang ”dilakukan terdakwa” 
pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti 
ialah pejelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa 
sendiri.  
(2) tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa 
dalam ketentuan undang-undang yang dimaksud mengenai 
yang diketahui sendiri oleh terdakwa, bukan pengetahuan 
yang bersifat pendapat maupun rekaan yang terdakwa 
peroleh dari hasil pemikiran.  
(3) apa yang dialami sendiri oleh terdakwa 
pernyataan terdakwa baru dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang sah apabila merupakan pernyataan pengalaman itu 
mengenai pengalamannya sendiri. Apa yang terdakwa alami 
sendiri harus berupa pengalaman yang langsung berhubungan 
dengan peristiwa pidana yang bersangkutan. 
(4) keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap 
dirinya sendiri 
pernyataan yang diterangkan seorang terdakwa dalam 
persidangan hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti 
terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa 
terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap 
terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada 
dirinya sendiri. 
Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (4) KUHAP bahwa 
keterangan seluruhnya dari terdakwa di muka hakim, untuk menjadi 
bukti yang sempurna, harus disertai keterangan yang jelas tentang 
keadaan-keadaan, dalam mana peristiwa pidana diperbuat, keterangan 
mana semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan si korban 
atau dengan lain-lain bukti. Hal tersebut dianggap perlu karena ada 
suatu kemungkinan keterangan terdakwa bertentangan dengan 
kebenaran sejati, yaitu dengan memberikan suatu keterangan palsu 
dengan berbagai maksud dan tujuan dibelakangnya (Djoko Prakoso, 
1988:112). 
b. Pengakuan Bersalah Terdakwa 
Tidak seperti dalam perkara perdata bahwa kekuatan dari 
pengakuan bersifat mengikat dan sempurna apabila pengakuan tersebut 
dilakukan di muka persidangan (Subekti, 2007:52). Berbeda halnya 
dengan pengakuan dalam perkara pidana, karena dalam pemeriksaan 
pembuktian perkara pidana terdapat alat bukti keterangan terdakwa, 
yang mana di dalamnya terdapat perbedaan makna dan pengertiannya. 
Selain itu juga memiliki suatu penilaian pembuktian yang berbeda di 
muka hakim dalam menemukan kebenaran terhadap suatu tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa. 
Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan yang terdapat pada 
KUHAP dan HIR. Dalam KUHAP dinyatakan dengan keterangan 
terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Sedangkan 
dalam HIR menyebut pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang 
tercantum dalam Pasal 295. Begitu juga dalam Pasal 307 dan 308 HIR 
disebutkan bukan keterangan terdakwa, akan tetapi pengakuan. Dari hal 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan dianggap sebagai 
alat bukti yang sah. Nilai yang sangat penting dari alat bukti ini adalah 
karena dapat mencakup keseluruhan peristiwa-peristiwa yang perlu bagi 
pemeriksaan hakim dan satu-satunya alat bukti yang dapat menyiratkan 
tentang motif dan syarat yang diperlukan untuk menentukan unsur-unsur 
kesengajaan atau kelalaian terdakwa dalam melakukan sesuatu kejahatan 
(Djoko Prakoso, 1988:105). 
Ditinjau dari segi pengertian bahasa, memang jelas terdapat 
perbedaan makna antara pengakuan dan keterangan. Pada pengakuan, 
terasa benar mengandung suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan 
seseorang. Pengertian yang terkandung pada kata keterangan, lebih 
bersifat penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, 
sekalipun benar terasa perbedaan pengertian ditinjau dari segi bahasa, 
namun perbedaan itu pada hakikatnya tidak mengakibatkan kedua istilah 
itu saling bertentangan. Malahan sebenarnya hampir tidak ada perbedaan 
makna yang terkandung didalamnya. Hampir tidak ada perbedaan arti 
antara pernyataan dengan penjelasan. 
Bila ditinjau dari segi yuridis atau hukum, pengertian keterangan 
terdakwa sedikit lebih luas dari istilah pengakuan terdakwa. Pada istilah 
keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran. 
Sedang dalam istilah pengakuan tertuduh, hanya terbatas pada 
pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian 
pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti, 
sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan 
menyerahkan penilainnya kepada hakim, yang mana dari keterangan 
terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari 
keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran. Selain itu istilah 
keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi  (M. Yahya Harahap, 
2006:318). 
Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai 
alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Baik itu berupa 
penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan 
atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, 
karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut 
(Andi Hamzah, 2004:273) : 
1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan. 
2) Mengaku ia bersalah. 
Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur 
paksaan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Perkataan 
pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala 
sesuatu yang diperbuat, dilihat, dan dialami sendiri oleh terdakwa. 
Sistem pemeriksaan tersebut berupa inkuisitur yang sifatnya lebih 
cenderung menyudutkan terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa 
yang sedang diperiksa, sejak semula dianggap bersalah. Oleh karena dari 
semula terdakwa sudah dianggap bersalah, tidak ada jalan lain baginya 
selain daripada mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. 
Lain halnya dengan istilah keterangan terdakwa. Ditinjau dari 
segi yuridis istilah ini lebih bersifat manusiawi, dan bertendensi 
memberi kesempatan yang seluas dan sebebas-bebasnya kepada 
terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan 
atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang 
diperiksa. Hal tersebut sesuai dengan metode pemeriksaan yang dianut 
dalam KUHAP, yaitu secara akkusatur, yang sejalan dengan pengakuan 
KUHAP terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus 
diperlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu, pada setiap tingkat 
pemeriksaan terhadap terdakwa harus berdasarkan pada asas praduga tak 
bersalah. 
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya 
dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van Toelichting 
Ned. Sv. yang tercantum dalam buku Andi Hamzah (2004:273) yang 
berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa penyangkalan terdakwa 
boleh juga menjadi alat bukti sah. Selain itu juga perbedaan antara 
keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa 
ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi 
membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada 
terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. 
Jika diketahui, bahwa tidaklah ada yang lebih dipercaya, dari 
orang mengakui kesalahannya, sedang ia insyaf bahwa pengakuannya 
tersebut akan merugikan dirinya, maka pastilah tidak ada alat bukti lain 
yang lebih dipercaya dari pengakuan yang diberikan terdakwa. Oleh 
sebab itu pengakuan di masa lalu dianggap sebagai satu-satunya alat 
bukti yang sah. Nilai penting dari pengakuan tersebut adalah karena ia 
dapat mencakup keseluruhan peristiwa-peristiwa yang perlu bagi 
pemeriksaan hakim, dan satu-satunya alat bukti yang secara langsung 
dapat mengetahui sesuatu yang tersimpan dalam hati terdakwa tentang 
motif dan syarat yang diperlukannya untuk menentukan unsur-unsur 
kesengajaan atau kelalaian terdakwa dalam melakukan sesuatu kejahatan 
(Djoko Prakoso, 1988:105-106). 
3. Tinjuan Tentang Psikotropika 
a. Sejarah Pengaturan Psikotropika Dalam Perundang-Undangan 
Pertama kali psikotropika diatur dalam Staatsblad 1949 Nomor 419 
tanggal 22 Desember 1949 tentang Sterkwerendegeneesmiddelen 
Ordonantie yang kemudian diterjemahkan dengan Ordonansi Obat 
Keras. Jadi pertama kali psikotropika tidak diatur sendiri tetapi masih 
disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk 
obat keras (Daftar G). Pada tanggal 2 April 1985 keluar Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 213/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Obat 
Keras Tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mencabut 
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/A/SK/1971 dan 
Keputusan Menteri RI Nomor 10381/A/SK/1972.  
Kemudian pada tanggal 8 Februari 1993 dikeluarkan lagi Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Men.Kes/Per/II.1993 tentang Obat 
Keras Tertentu yang merupakan perbaikan serta penambahan Peraturan 
Menteri Kesehatan RI terdahulu, dalam peraturan tersebut juga 
dilampiri Lampiran I dan Lampiran II, tetapi belum mencantumkan 
ketentuan pidana. Baru kemudian pada tanggal 11 Maret 1997, Undang-
undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan. Sebelum 
kelahiran Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tidak ada ketegasan dari 
segi hukum pidana mengenai tindak pidana psikotropika. 
b. Pengertian Psikotropika 
Pengertian menurut Badan WHO pada 1966, psikotropika adalah 
obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau 
pengalaman. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan 
syaraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Dalam 
United Nation Conference for Adoption of Protocal on Psychotropic 
Substance disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk 
bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan : 
1) keadaan ketergantungan; 
2) depresi dan stimulan susunan syaraf pusat (SSP); 
3) menyebabkan halusinasi; 
4) menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood. 




Pengertian psikotropika terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik 
alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif 
melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan 
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sehingga dari 
pengertian tersebut dapat ditarik unsurnya, sebagai berikut : 
1)  zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan termasuk 
narkotika; 
2)  berkhasiat psikoaktif melelui pengaruh selektif pada susunan syaraf 
pusat (SSP); 
3)  menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 
c. Penggolongan Psikotropika 
Tujuan pengaturan psikotropika di dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1997 adalah sebagai berikut : 
1)  menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan       
kesehatan dan ilmu pengetahuan; 
2)   mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; 
3)  memberantas peredaran gelap psikotropika (Pasal 3 Undang-
undang No. 5 Tahun 1997). 
Penggolongan psikotropika didasarkan sindroma ketergantungan, 
untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam Undang-undang 
No. 5 Tahun 1997 ini. Penggolongan psikotropika sebagai berikut : 
1) Psikotropika Golongan I 
Psikoropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi amat 
kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
2) Psikotropika Golongan II 
Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat 
dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu 
pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat 
mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
3) Psikotropika Golongan III 
Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III ini mempunyai 
potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
4) Psikotropika Golongan IV 
Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat 
pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. 
5) Psikotropika Golongan V 
Psikotropika golongan V ini adalah psikotropika yang tidak 
termasuk golongan I, II, III dan IV, yang tidak mempunyai potensi 
mengakibatkan sindroma ketergantungan, dan digolongkan sebagai 
obat keras. Psikotropika ini tunduk pada perundangan obat keras dan 
tidak untuk pada Undang-undang No. 5 Tahun 1997. 
Ketentuan khusus mengenai psikotropika golongan I, mengingat 
sangat berbahaya karena mengakibatkan sindroma ketergantungan yang 
amat kuat, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 diatur dengan 
sangat ketat, antara lain: 
1)   hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat (2)); 
2)   selain penggunaan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dinyatakan 
sebagai barang terlarang (Pasal 4 ayat (3)); 
3)   dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi 
(Pasal 6); 
4)   hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi 
kepada lembaga ilmu penelitian, dan/atau lembaga pendidikan guna 
kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 12 ayat (3)); 
5)   hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi 
kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau di 
impor secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan tersebut 
(Pasal 13); 
6)   surat persetujuan impor hanya dapat diberikan untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan (Pasal 17 ayat (3)); 
7)   pemusnahan terhadap Psikotropika golongan I wajib dilaksanakan 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan (Pasal 53 
ayat (2) huruf b); 
8)   ketentuan pidana bagi tindak pidana psikotropika golongan I adalah 
lebih berat (Pasal 59 ayat (1)). 
d. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peredaran 
Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. 
Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka 
perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (Pasal 1 
angka 5). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau 
serangkaian kegiatan dalam ragka pembelian dan/atau penjualan, 
termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain 
berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh 
imbalan (Pasal 1 angka 6). 
Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah 
terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggungjawab di 
bidang kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan (Pasal 9). Untuk 
itu Menteri menetapkan syarat-syarat dan tata cara pendaftaran 
psikotropika yang berupa obat. Psikotropika yang tidak didaftarkan 
terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan yang berlaku 
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997. Demikian juga terhadap 
pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi 
dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Dokumen tersebut dibuat 
oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pemerintah atau apotik yang mengirimkan psikotropika tersebut 
(Pasal 10). 
Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 
Undang-undang No. 5 Tahun 1997. Penyerahan psikotropika dalam 
rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang 
besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. 
Pola-pola penyaluran psikotropika diatur dalam Pasal 12 ayat (2) 
Undang-undang No. 5 Tahun 1997, sebagai berikut :  
1) Pabrik obat, kepada : 
a) pedagang besar farmasi; 
b) apotik; 
c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah; 
d) rumah sakit; 
e) lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. 
2) Pedagang besar farmasi, kepada : 
a) pedagang besar farmasi lainnya; 
b) apotik; 
c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah; 
d) rumah sakit; 
e) lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. 
3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, kepada : 
a) rumah sakit; 
b) puskesmas; 
c) balai pengobatan pemerintah. 
Pola-pola penyaluran tersebut sudah dibakukan seperti yang ditentukan 
diatas. Apabila pola-pola penyaluran tersebut disimpangi, bagi penyalur 
dan penerima penyaluran akan diancam pidana seperti yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997. 
Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. 
Penyerahan hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, 
balai pengobatan, dan dokter (Pasal 14 ayat (1)). Pola-pola penyerahan 
psikotropika, adalah sebagai berikut: 
1) Apotik (Pasal 14 ayat (2)), hanya dapat menyerahkan kepada : 
a) apotik lainnya; 
b) rumah sakit; 
c) puskesmas; 
d) balai pengobatan; 
e) dokter; 
f) pengguna/pasien. 
2) Rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas (Pasal 14 ayat (3)), 
hanya dapat menyerahkan kepada pengguna/pasien. 
Penyerahan-penyerahan tersebut dilaksanakan dengan resep dokter 
(Pasal 14 ayat 4)). Penyerahan oleh dokter dilaksanakan dalam hal: 
1) menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan; 
2) menolong orang sakit dalam keadaan darurat; 
3) menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik. 
Sedangkan psikotropika yang diserahkan oleh dokter tersebut hanya 
dapat diperoleh dari apotik (Pasal 14 ayat (5) dan (6)). Penyerahan 
psikotropika dan yang menerima psikotropika yang tidak sesuai dengan 
seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1997. 
e. Shabu Sebagai Salah Satu Jenis Psikotropika 
Shabu merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk 
dalam golongan stimulansia, yang digolongkan stimulansia adalah obat-
obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan 
syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya 
konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Stimulansia dalam kerjanya 
meningkatkan kegiatan sistem syaraf pusat (SSP) sehingga merangsang 
dan meningkatkan kemampuan fisik orang yang mempergunakan, 
mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik. Ia 
sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat. Akan tetapi 
karena dipaksa, walaupun kemampuan fisik masih ada, tetapi hanya 
daya concurasinya (mentalnya) tidak dapat mengikutinya, sehingga 
lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik. 
Nama shabu adalah nama julukan terhadap zat Metamfetamin, yang 
mempunyai sifat stimulansia (perangsang) SSP yang lebih kuat 
dibanding turunan amfetamin yang lain. Shabu lebih terkenal dibanding 
ecstasy dikalangan pecandu narkoba. Dalam lampiran Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1997 termasuk Psikotropika golongan II nomor 10. 
Dalam perdagangan gelap atau nama dalam kalangan pengguna 
metamfetamin dikenal dengan sebutan Ice, Meth, Speed, Ubas, As atau 
Mecin. Tetapi yang paling populer disebut Sabu-sabu atau SS. Bentuk 
seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan sehingga di 
kalangan pengguna juga disebut Crystal. Sifat zat tersebut tidak berbau 
dan mudah larut dalam air dan alkohol, tetapi rasanya menyengat. 
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Berdasar pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam proses pemeriksaan di sidang 
pengadilan perkara pidana terdapat beberapa proses alur persidangan. Salah 
satunya adalah pembuktian. Pembuktian memegang peranan penting dalam 
proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, karena dengan adanya pembuktian 
tersebut akan diketahui terbukti atau tidak kesalahan yang dituduhkan kepada 
terdakwa. Selain itu juga untuk menentukan nasib terdakwa apabila benar 
terbukti bersalah. 
Proses pembuktian perkara pidana menggunakan beberapa jenis alat 
bukti yang sah yakni sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, begitu pula 
dengan perkara tanpa hak mengedarkan psikotropika. Adapun jenisnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Keterangan Saksi; 
2. Keterangan Ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 





Meskipun keterangan terdakwa menempati urutan terakhir dalam 
pembuktian serta memiliki penilaian pembuktian yang bebas sama seperti alat 
bukti yang lainnya. Namun tetap digunakan dalam proses persidangan perkara 
pidana. Keterangan terdakwa digunakan hakim untuk menilai dan 
membuktikan suatu perkara pidana serta digunakan sebagai pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang memang benar 
terbukti bersalah. 
Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pernyataan pengakuan 
bersalah terdakwa. Dimana pernyataan pengakuan bersalah terdakwa masih 
dipertanyakan nilai kekuatan pembuktiannya. Karena antara keterangan 
terdakwa dan pengakuan terdakwa, keduanya memiliki pengertian dan 
penjelasan yang sama namun juga memiliki makna dan kedudukan yang 
berbeda dalam proses pembuktian di muka persidangan perkara pidana. 
Dimana pengakuan terdakwa tidak hanya berupa pengakuan bahwa dirinyalah 
yang bersalah tetapi juga dapat berupa sangkalan yang menyatakan bahwa 
dirinya (terdakwa) tidak bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan 
padanya. Selain itu karena pengakuan terdakwa tidak termasuk dalam jenis alat 
bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.  
Namun hal tersebut bukan menjadi suatu halangan bagi hakim untuk 
tidak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan keterangan terdakwa atau 
pengakuan terdakwa. Karena pada dasarnya hakim juga tidak terikat pada 
pengakuan yang diberikan oleh terdakwa tersebut. Serta hakim bebas untuk 
menggunakan ataupun tidak menggunakan pengakuan yang diberikan oleh 
terdakwa apabila hal tersebut bertentangan dengan keyakinan yang ia miliki. 
Dalam memutus suatu perkara pidana sama halnya dengan perkara tanpa hak 
mengedarkan psikotropika ini, hakim harus mentaati ketentuan yang berlaku, 
yakni pembuktian yang sesuai dengan batas limitatif seperti dalam Pasal 183 
KUHAP. Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak hanya 
berdasarkan pada kepentingan terdakwa belaka, tetapi juga kepentingan umum 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam 
persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan Psikotropika. 
Paparan mengenai tindak pidana “tanpa hak mengedarkan Psikotropika” di 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 225/Pid.B/2007/PN.Ska, adalah sebagai 
berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama   : Sie Siepo al. Iwan Santoso 
Tempat Lahir  : Surakarta 
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 05 Mei 1962 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Agama   : Kristen 
Pekerjaan  : Swasta 
Pendidikan  : SMA 
Tempat Tinggal  : Jl. Kalikuantan No. 5, Kel. Jagalan,  
 Kec. Jebres, Kota Surakarta. 
2. Kasus Posisi 
Pada hari Senin tanggal 09 April 2007, Basri pergi ke Hotel Ayu Putri 
Jl. Slamet Riyadi No. 331 Surakarta kemudian bertemu dengan Amek. 
Selanjutnya keduanya berbicara, kemudian Amek meminta tolong kepada 
Basri untuk membelikan Shabu dengan memberikan uang sebanyak Rp. 
750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Basri menerima 
uang tersebut, Basri ke rumah terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso untuk 
membeli Shabu pesanan Amek. 
Basri datang ke rumah Sie Siepo alias Iwan Santoso sekitar jam 15.30 
WIB di hari yang sama, kemudian Basri mengutarakan maksud 
kedatangannya kepada Sie Siepo alias Iwan Santoso, yaitu untuk membeli 
shabu-shabu dan setelah menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sie Siepo menghubungi seseorang 
yang bernama Budi dan satu jam kemudian terdakwa mengambil shabu-
shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh 
ratus ribu rupiah). Sie Siepo menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada 
Basri sebanyak 0,5 (setengah) gram. Kemudian Basri kembali ke Hotel Ayu 
Putri untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Amek. Setelah sampai 
dirumah, Amek menghubungi Basri melalui teman Basri. Basri diminta 
untuk datang ke Hotel Ayu Putri dengan temannya. 
Sekitar pukul 17.30 WIB di hari yang sama, Basri datang ke Hotel Ayu 
Putri tersebut bersama temannya yang bernama Suwito alias Wito. 
Keduanya langsung menuju ke kamar No. 19 yang ternyata di dalam kamar 
tersebut ada 2 orang, yaitu satu orang laki-laki yang mengaku bernama 
Amek, dan satu orang perempuan yang mengaku sebagai istri Amek. Serta 
ada shabu-shabu yang ditaruh dalam plastik kecil dan alat hisap (bong) serta 
korek gas warna hijau pupus, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.15 WIB 
petugas polisi datang menggerebek Basri bersama Suwito alias Wito. 
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Petugas polisi juga melakukan penangkapan terhadap Sie Siepo alias Iwan 
Santoso, sekitar jam 19.00 WIB di rumahnya di Jl. Kalikuantan No. 5 
Jagalan, Jebres, Surakarta. 
3.  Dakwaan Penuntut Umum 
a. Dakwaan Primair 
Bahwa ia terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso pada hari Senin 
tanggal 09 April 2007 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan April 2007 bertempat di Jl. 
Kalikuantan No. 5 Jagalan, Jebres, Surakarta atau setidak-tidaknya 
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Surakarta, terdakwa memproduksi atau mengedarkan 
Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standart dan/atau 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Perbuatan terdakwa 
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) 
huruf b Undang-undang No.5 Tahun 1997. 
b. Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso pada hari Senin 
tanggal 09 April 2007 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain termasuk dalam bulan April 2007 bertempat di Jl. 
Kalikuantan No. 5 Jagalan, Jebres, Surakarta atau setidak-tidaknya 
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Surakarta, terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan 
dan/atau membawa Psikotropika golongan II. Perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang 
No. 5 Tahun 1997. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang pada 
pokoknya menyatakan sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso, telah terbukti 
melakukan tindak pidana “tanpa hak mengedarkan Psikotropika” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang RI 
Nomor 5 Tahun 1997 dakwaan Kesatu; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso 
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 
subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan; 
c.  Menyatakan barang bukti berupa : 
-  Uang tunai Rp. 30.000,00 dirampas untuk Negara; 
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik kecil 
transparan berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau 
pupus, dipergunakan untuk perkara lain; 
d. Menetapkan supaya terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso dibebani 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). 
5. Keterangan Terdakwa 
Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Majelis hakim telah 
didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
a. benar terdakwa menjual shabu-shabu; 
b. benar terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 09 April 
2007 kurang lebih pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. 
Kalikuantan No. 5 Jagalan, Jebres, Kota Surakarta; 
c. benar terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari Budi dengan cara 
membelinya; 
d.  benar terdakwa mengenal Budi; 
e. benar terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Basri; 
f. benar terdakwa membeli shabu-shabu dari Budi sebanyak 0,5 (setengah) 
gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian 
terdakwa menjualnya kepada Basri dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah); 
g. benar terdakwa membeli shabu-shabu kepada Budi pada hari Senin 
tanggal 09 April 2007 sekitar jam 15.30 WIB dirumahnya Budi di Jl. 
Ir.Sutami No. 44 Sekarpace, Jebres, Surakarta. Kemudian terdakwa 
menjualnya kepada Basri pada hari Senin tanggal 09 April 2007 sekitar 
jam 15.30 WIB di  rumah terdakwa di Jl. Kalikuantan No. 5 Jagalan, 
Jebres, Kota Surakarta; 
h. benar terdakwa telah melakukan perbuatan jual-beli shabu-shabu sekitar 
4-5 tahun; 
i. benar sdr. Basri baru membeli satu kali kepada terdakwa; 
j. benar terdakwa dan Basri sudah saling mengenal sejak tahun 2003; 
k. benar barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh 
ribu rupiah) milik terdakwa hasil dari menjual shabu-shabu; 
l. benar terdakwa selain menjual shabu-shabu juga pernah mengkonsumsi 
shabu-shabu; 
m. benar terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang 
tentang kepemilikan maupun jual-beli barang tersebut; 
n. benar maksud dan tujuan terdakwa jual-beli shabu-shabu adalah untuk 
mencari keuntungan; 
o. benar untung yang diperoleh terdakwa dalam menjual shabu-shabu 
kepada Basri sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 
p. benar sisa uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu tersebut sebesar 
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk 
membeli rokok sedangkan yang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 
disita Polisi sebagai barang bukti; 
q. benar terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali, dan 
ketiganya dalam kasus yang sama yaitu memiliki, menyimpan, membawa 
dan mengedarkan shabu-shabu; 
r. benar terdakwa merasa sangat menyesal melakukan perbuatan melawan 
hukum tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; 
s. benar terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikannya 
tersebut adalah barang terlarang; 
t. benar terdakwa telah berkeluarga, dan hasil dari penjualan tersebut untuk 
menghidupi keluarganya tersebut. 
6. Pertimbangan Hakim 
     Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa, 
serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, Majelis hakim untuk dapat 
menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana 
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan 
bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara ini Penuntut 
Umum mengajukan dua dakwaan, dimana terdapat dakwaan alternatif, 
maka hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan 
dalam dakwaan Kesatu tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Barang siapa; 
 unsur “barang siapa” yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek 
hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam 
hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan siapa adalah 
orang yang bernama Sie Siepo alias Iwan Santoso, yang dihadapkan 
sebagai pelaku/subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui 
oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga 
dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; 
b. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang 
tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7; 
 unsur “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk 
obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7” telah diperoleh fakta hukum berdasarkan 
keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa serta 
memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis 
hakim menilai serbuk kristal yang dikenal dengan shabu-shabu yaitu 
metamfetamina yang dijual/diedarkan oleh terdakwa bukanlah obat 
yang memenuhi standart dan/atau persyaratan formakope Indonesia 
atau buku standart lainnya, sehingga “unsur memproduksi atau 
mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi 
standart dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7” 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum.  
Majelis hakim berdasar pada pertimbangannya tersebut telah 
diperoleh suatu kesimpulan dan  bahwa oleh karena semua unsur dalam 
dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan Kedua yang bersifat altenatif 
tidak perlu dibuktikan lagi. Namun  sebelum Majelis hakim menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan pidana, yakni: 
Hal-hal yang memberatkan : 
a. Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda penerus bangsa; 
b. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis; 
Hal-hal yang meringankan : 
a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya; 
b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 
7.  Amar Putusan Hakim 
Majelis hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal yang telah 
dijelaskan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah 
setimpal dengan kesalahan terdakwa. Hal tersebut berdasar kepada Pasal 60 
ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 
dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang 
bersangkutan, maka Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
adalah sebagai berikut: 
a.   Menyatakan terdakwa : Sie Siepo alias Iwan Santoso tersebut diatas 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi 
standard dan/atau persyaratan farmakope Indonesia”. 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sebesar Rp. 
2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. 
c. Menetapkan masa penangkapan, masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
e. Menetapkan agar barang bukti berupa : uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga 
puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan seperangkat alat 
hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi 
shabu-shabu dan 1 (satu) korek gas warna hijau tetap terlampir dalam 
berkas perkara untuk digunakan dalam pemeriksaan lain; 
f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 
(lima ribu rupiah). 
8.  Pembahasan 
Hakim untuk mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak 
bersalah terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
membutuhkan pemeriksaan terhadap alat bukti serta barang bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 
hakim terhadap alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
mengenai 5 (lima) alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sesuai urutannya maka 
pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah mendengarkan 
keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam perkara pidana ”tanpa hak mengedarkan Psikotropika” ini terdapat 
5 (lima) saksi, yaitu : Basri bin Wiryo Ngadimin, Suwito alias Wito, I 
Nengah Santra, Sri Joko dan Kusmantoro. Hasil pemeriksaan terhadap 
keterangan para saksi yang telah disumpah tersebut dapat disimpulkan 
bahwa benar terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso adalah orang yang 
menjual shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin kewenangan untuk 
menjualnya, shabu-shabu yang dijual seberat 0,5 (setengah) gram dengan 
harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 
dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut kepada saudara Basri bin Wiryo 
Ngadimin. Kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, yang 
semuanya dilakukan pada persidangan pertama pada 26 Juni 2007. Dalam 
persidangan tersebut terdakwa memberikan pengakuan serta 
keterangannya. 
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau 
berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. 
Baik berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari 
perbuatan atau keadaan. Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan 
mengenai ruang lingkup atau luasnya pengertian antara pengakuan dengan 
keterangan terdakwa. Istilah pengakuan lebih sempit pengertiannya 
dibanding dengan istilah keterangan terdakwa meliputi segala hal yang 
diakui maupun diingkari oleh terdakwa. Disamping itu penggunaan istilah 
keterangan terdakwa lebih manusiawi dibanding dengan istilah pengakuan. 
Istilah keterangan lebih mencerminkan posisi terdakwa sebagai subyek 
pemeriksaan yang diberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasinya, 
harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sedang istilah pengakuan, 
memperlihatkan posisi terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, tidak 
memperlihatkan terlindunginya dan terjaminnya hak-hak asasi terdakwa 
dalam pemeriksaan. Istilah pengakuan menunjukkan pemeriksaan yang 
bersifat inquisitoir, sedang istilah keterangan mencerminkan pemeriksaan 
yang bersifat accusatoir (Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992:121). 
Pengakuan haruslah diberikan oleh terdakwa sendiri, sehingga suatu 
keterangan maupun pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak 
dapat dianggap sebagai pengakuan. Selain itu pengakuan harus diberikan 
secara bebas dan tidak dipaksa, dan tidaklah boleh memperolehnya dengan 
jalan memancing atas dasar pernyataan-pernyataan yang menjerat. 
Paksaan, kekerasan, tipu daya, menyebabkan suatu pengakuan menjadi 
tidak berharga sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan haruslah diberikan 
di muka hakim. Selain itu pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-
cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa 
mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. 
Terdakwa dalam memberikan pengakuan harus tegas. Diamnya seorang 
terdakwa merupakan pengakuan sebagian, dan ia tidak dapat memberi 
penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya dan harus 
mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan 
kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada jika terdakwa tegas 
menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan 
kepadanya (Djoko Prakoso, 1988:107-108). 
Beberapa sering dijumpai terdakwa menarik atau mencabut kembali 
keterangan dan pengakuan yang diberikan dalam penjelasan penyidikan di 
sidang pengadilan. Hampir sebagian besar setiap keterangan dan 
pengakuan yang mereka berikan dalam pemeriksaan penyidikan, selalu 
dicabut kembali di sidang pengadilan. Jarang tersangka menyangkal 
kesalahan yang disangkakan, sehingga pada umumnya berita acara 
penyidikan mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak 
pidana yang disangkakan. Alasan pencabutan pengakuan itu diberikan 
karena tidak sanggup menahankan siksaan dan penganiayaan yang 
ditimpakan penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Namun tidak dapat 
semua dianggap benar dan dapat dipercaya. Dalam hal ini hakim harus 
secara arif bijaksana dan obyektif mengenai pencabutan keterangan 
tersebut. Secara yuridis terdakwa berhak untuk mencabut keterangannya 
tersebut, asal memiliki landasan alasan yang berdasar dan logis. Apabila 
keterangan terdakwa dicabut berarti keterangan yang ada dalam berita 
acara penyidikan dianggap tidak benar, keterangan itu tidak dapat 
digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan alat bukti di 
sidang pengadilan. Begitu juga sebaliknya apabila keterangan dan 
pengakuan tersebut tidak dicabut maka dapat digunakan untuk membantu 
menemukan alat bukti di persidangan. 
Dengan sistem pemeriksaan yang lazim dinamakan sistem 
inquisatoir tersebut, tersangka yang diperiksa hanya dipandang sebagai 
benda, sehingga terjadilah hal-hal yang mengerikan yang menimpa diri 
tersangka. Banyak tersangka yang diperlakukan di luar batas 
perikemanusiaan, dipukuli sampai babak belur, luka, berdarah, patah, 
pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal dalam tahanan sebelum 
perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam keadaan tertekan dan 
tersiksa lahir batin yang sedemikian hebatnya, banyak tersangka yang 
tidak dapat bertahan lagi, sehingga akhirnya terpaksa mengaku bersalah 
atau mengaku melakukan perbuatan apa saja sebagaimana yang 
dikehendaki oleh pemeriksa. Padahal sesungguhnya, hakikatnya, ia tidak 
bersalah sama sekali atau tidak tahu sama sekali tentang tindak pidana 
yang dipersangkakan terhadapnya. Sehingga oleh karena itu pengakuan 
bersalah yang dilakukannya pada waktu pemeriksaan penyidikan tersebut 
palsu dan ditariknya kembali pada waktu pemeriksaan di depan sidang 
pengadilan. 
Dalam menghadapi perkara yang serupa dengan penjelasan diatas 
mengenai pengakuan yang diberikan secara terpaksa oleh tersangka atau 
terdakwa dibawah tekanan penyidik, jika hakim yang memeriksa dan 
mengadilinya lebih percaya kepada penyidik (pembuat Berita Acara 
Pemeriksaan Pendahuluan) daripada kepada terdakwa karena penyidik 
telah mengangkat sumpah sebelum menjalankan tugasnya karenanya tidak 
mungkin berdusta, maka hakim dalam putusannya tentu akan menghukum 
terdakwa yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana yang 
sesungguhnya, penjahat yang sebenarnya, masih bebas dalam masyarakat 
yang merupakan ancaman terhadap keselamatan, keamanan dan 
ketentraman masyarakat. Akan tetapi bila hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkaranya itu tidak terikat dan tidak terpengaruh keterangan 
terdakwa pada waktu pemeriksaan pendahuluan tersebut, maka adanya 
perbedaan yang sangat berbeda, antara keterangan terdakwa di depan 
penyidik pada waktu pemeriksaan pendahuluan dengan keterangan 
terdakwa di depan hakim pada waktu pemeriksaan di  pengadilan, akan 
mengakibatkan proses pemeriksaan di persidangan pengadilan mengalami 
banyak kesulitan. Pemeriksaan terdakwa terpaksa harus dimulai dari awal 
(Riduan Syahrani, 1983:94). 
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam 
persidangan perkara pidana ”tanpa hak mengedarkan Psikotropika” 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa secara sadar melakukan 
tindak pidana tersebut. Selain itu juga berdasarkan keterangan terdakwa 
dalam berita acara persidangan bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali 
melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana tersebut sengaja dilakukannya 
karena untuk menghidupi dan menafkahi keluarga serta dirinya. Namun 
pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut 
seperti yang telah dijelakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa 
pembuktian harus berdasar pada alat bukti yang sah. Sedangkan 
pengakuan bersalah terdakwa tidak termasuk didalamnya.  
Hal tersebut dapat dilakukan penafsiran (hermeneutika). Penafsiran 
diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan 
menjadi mengerti. Penerapan penafsiran terhadap hukum selalu 
berhubungan dengan isinya. Penafsiran hukum yang digunakan adalah 
penafsiran analogi, yakni penafsiran yang memperluas pengertian atau 
istilah dalam rumusan undang-undang, tetapi tidak berpedoman pada 
ketentuan undang-undang, melainkan menurut pengertian subyektif 
penafsir (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004:165). 
Berdasarkan analogi tersebut maka pengertian pengakuan diperluas 
sehingga dapat diartikan sama dengan keterangan. Dalam hal ini 
pengertian keterangan terdakwa lebih luas daripada pengakuan terdakwa. 
Dan pengakuan terdakwa merupakan bagian dari keterangan terdakwa, 
maka dapat diartikan pengakuan terdakwa sebagai keterangan terdakwa 
serta kedudukan keduanya dapat diartikan sama dalam persidangan 
perkara pidana. Sehingga dengan demikian pengakuan terdakwa dapat 
digunakan dalam proses pembuktian dipersidangan untuk membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tentunya penilaian 
kekuatan pembuktiannya diartikan sama dengan kekuatan pembuktian 
keterangan terdakwa, yakni bebas berada ditangan hakim. Hal tersebut 
tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Hakim memiliki 
kewenangan untuk memberikan nilai pada alat bukti tersebut atau sama 
sekali tidak memberi nilai terhadap alat bukti yang ada. 
 
 
B.  Dapat atau tidak dapatnya pernyataan pengakuan bersalah terdakwa 
sebagai dasar pertimbangan penilaian Hakim dalam memutus tindak 
pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika 
KUHAP telah mengatur mengenai dasar pertimbangan hakim untuk 
memutus suatu perkara. Hakim tidak dapat begitu saja memutus suatu perkara. 
Melainkan harus berdasar pada ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang 
berbunyi: ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam perkara pidana suatu 
penghukuman diperlukan keyakinan hakim, oleh sebab itu maka tidaklah 
mungkin dapat diberi kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap suatu alat 
bukti, terlebih-lebih tidak kekuatan pembuktian yang memaksa (dwingende 
bewijskracht), karena hakim dapat memberi kekuatan bukti yang kurang 
nilainya kepada suatu alat bukti sesuai dengan keinginannya, ataupun tidak 
memberi kekuatan bukti sama sekali jika ia tidak yakin (Djoko Prakoso, 
1988:47). 
Berdasar pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim harus berpegang pada 5 
(lima) alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut secara terpisah ataupun 
disatukan bersama-sama, dapat dipergunakan untuk menetapkan keyakinan 
hakim, sejauh mereka dapat disesuaikan satu sama lain. Tiga dari lima alat 
bukti yang sah dapat dipergunakan secara tersendiri ataupun dengan 
digabungkan, dengan demikian dapatlah bukti yang sah disusun, tetapi tidak 
boleh hanya atas dasar pengakuan saja, yang mana ditentukan bahwa hanya 
dengan bersatunya alat-alat yang lain dapat menyebabkan dijatuhkannya suatu 
hukuman, dengan lain perkataan, pengakuan secara tersendiri tidaklah mungkin 
dapat memberikan bukti yang sah tentang suatu kesalahan seperti tersebut 
dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP (Djoko Prakoso, 1988:48). 
 
Suatu penafsiran hukum dapat dilakukan oleh hakim untuk memenuhi 
tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai yang berkembang dan 
dianut masyarakat. Seperti yang telah dibahas di depan bahwa dapat dilakukan 
penafsiran hukum analogi terhadap pengertian pengakuan terdakwa dengan 
keterangan terdakwa. Dalam hal ini pengakuan terdakwa dapat diartikan sama 
kedudukannya dengan keterangan terdakwa. Sehingga pengakuan terdakwa 
dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa. Karena keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang 
sah dalam KUHAP. 
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap alat bukti keterangan para saksi yang 
terdiri dari Basri bin Wiryo Ngadimin, Suwito alias Wito, I Nengah Santra, Sri 
Joko dan Kusmantoro. Serta alat bukti surat sesuai dengan Berita Acara 
Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine tertanggal 10 
April 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Nariyana, dokter Poliklinik 
Polwiltabes Surakarta, terbukti test urine terdakwa mengandung 
Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) Nomor urut 09 Lampiran 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, yang dengan adanya alat bukti surat 
tersebut dapat menerangkan bahwa selain memperjualbelikan shabu-shabu 
dengan tidak memiliki kewenangan, terdakwa juga mengkonsumsi shabu-
shabu. Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa 
benar dirinya juga mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu tersebut. 
Hakim untuk menentukan suatu hukuman kepada terdakwa harus 
memperhatikan kepentingan masyarakat serta kepentingan terdakwa sendiri. 
Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus dapat dirasakan yang terbaik oleh 
masyarakat dan terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. 
Untuk mencapai usaha ini hakim harus memperhatikan beberapa hal (Laden 
Marpaung, 1992:414-415): 
 
a.  Sifat pelanggaran terhadap pelanggaran pidana itu; 
mengenai sifat pelanggaran pidana itu, apakah termasuk dalam pelanggaran 
berat atau ringan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sie Siepo 
alias Iwan Santoso merupakan tindak pidana khusus dan berat. Karena 
dengan dilakukannya pengedaran obat-obatan terlarang tersebut akan 
mengakibatkan rusaknya generasi bangsa serta menghancurkan nilai-nilai 
moral dan etika dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.. 
b.  ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu; 
ancaman hukuman yang diberikan atau dijatuhkan kepada terdakwa harus 
setimpal dan sesuai dengan pelanggaran atau tindak pidana yang 
dilakukannya, agar tujuan dari pemidanaan dapat dipenuhi, yakni untuk 
membuat jera pelaku dan tidak ingin mengulanginya lagi serta nantinya 
masih dapat diterima kembali kehadirannya dalam masyarakat. 
c. keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang 
memberatkan atau meringankan); 
keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana, yang 
dimaksudkan adalah pada saat melakukan tindak pidana tersebut adakah hal-
hal yang membuat terdakwa terdesak sehingga mengakibatkan terdakwa 
harus melakukan kejahatan lain untuk menutupi kejahatan yang sedang 
diperbuatnya tersebut. Dalam perkara ”tanpa hak mengedarkan 
Psikotropika” ini terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso merasa tenang 
melakukan perbuatan pidana tersebut, karena selain keadaan yang dikiranya 
aman dari pantauan petugas atau pihak-pihak yang berwajib dan berwenang, 
serta orang-orang yang terlibat didalamnya adalah orang-orang yang 
dikenalnya. Namun hal yang memberatkan dari tindak pidana yang 
dilakukannya adalah perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda 
penerus bangsa serta terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis. 
Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni terdakwa mengakui terus terang 
atas perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang 
harus dinafkahinya. 
d. pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang yang telah 
berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali 
ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang 
telah berusia tinggi; 
dalam perkara ini terdakwa Sie Siepo alias Iwan Santoso dapat 
dikategorikan sebagai penjahat recidivist, apabila ternyata benar kejahatan 
yang dilakukannya telah berulang kali dan jarak antara kejahatan yang satu 
dengan kejahatan yang lain tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan ancaman 
pidananya sama dengan dan/atau lebih dari 5 (lima) tahun. Namun dari 
penjelasan yang penulis peroleh dari putusan serta berita acara persidangan 
yang hanya terbatas, penulis hanya sekedar mengetahui bahwa terdakwa 
sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus yang sama, tetapi 
tidak diketahui rentang waktu antara hukuman yang satu dengan hukuman 
yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata hukuman atau 
pemidanaan yang dulu dijatuhkan kepadanya tidak membuatnya jera untuk 
tidak melakukan kejahatan lagi, apalagi dalam perkara yang sama. Serta 
faktor usia juga mempengaruhi putusan yang diambil oleh hakim. Apabila 
tindak pidana dilakukan oleh anak maka pidana yang dijatuhkan lebih 
ringan, karena anak dianggap masih memiliki masa depan yang panjang dan 
masih mampu untuk memperbaiki sikap dan perilaku untuk membangun 
masa depan yang baik. 
e.  sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu; 
dalam perkara pidana “tanpa hak mengedarkan Psikotropika” ini sebab-
sebab terdakwa untuk melakukan pelanggaran pidana adalah untuk 
menghidupi dan menafkahi keluarganya. 
f.  sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang 
kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti 
yang cukup akan kesalahannya); 
sikap yang terdakwa tunjukkan dalam persidangan tersebut adalah ia merasa 
sangat menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji 
untuk tidak melakukannya lagi. 
g.  kepentingan umum; 
putusan yang diambil oleh hakim selain untuk memperhatikan kepentingan 
dan keadaan terdakwa tetapi juga untuk kepentingan umum yakni kehidupan 
masyarkat, bangsa dan negara. Karena tujuan ditegakkannya pidana adalah 
untuk menciptakan dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. 
Sehingga putusan yang diambil haruslah mencerminkan kepentingan umum 
serta setimpal dengan kejahatan yang diperbuat.  
Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya 
hukuman dimana hakim dapat bergerak dalam batas-batas maxima hukuman 
ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan bahwa alasan-
alasan tersebut, baik untuk dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman 
ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang essential lagi. 
Dalam maxima dan minima tersebut, hakim bebas dalam mencari hukuman 
yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang bukan 
berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Hal tersebut tidak mengandung 
arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-
wenangan subyektif untuk menetapkan berat-ringannya hukuman secara 
konkrit. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang 
dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan 
kepadanya. Hakim juga harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, 
dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria ataupun wanita, 
lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya. 
Berdasar pada ketiga alat bukti yang telah disebutkan diatas maka 
ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP dalam perkara pidana ini telah terpenuhi 
bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terdapat 
minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ditambah dengan keyakinan hakim 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada perkara ini, terdapat 3 
(tiga) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta hakim telah 
memiliki keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak 
pidana tersebut, yang diperoleh dari satu kesatuan berdasarkan pembuktian 
yang dilakukan hakim di persidangan ditambah dengan pengakuan bersalah 
oleh terdakwa sendiri yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai keterangan 
terdakwa. Maka putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Surakarta 
sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya pernyataan pengakuan bersalah terdakwa 
yang telah ditafsirkan menjadi keterangan terdakwa, dapat dijadikan dasar 
pertimbangan dan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Serta 
harus di dukung dengan alat bukti yang sah lainnya ditambah dengan 
keyakinan hakim yang memperkuat dakwaan terhadap kesalahan yang 
dilakukan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan batas minimum 
pembuktian perkara pidana berdasar pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 189 










SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari beberapa kajian pustaka 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan seperti 
berikut : 
A.  Simpulan 
1. Kekuatan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam 
persidangan tindak pidana ”tanpa hak mengedarkan Psikotropika” dapat 
diartikan sama dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa 
yakni bebas berada di tangan hakim. Hal tersebut tergantung dari 
keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk 
memberikan nilai pada alat bukti tersebut baik yang kurang nilainya 
kepada suatu alat bukti sesuai dengan keinginannya, ataupun tidak 
memberi kekuatan bukti sama sekali jika ia tidak yakin. 
2. Pernyataan pengakuan bersalah terdakwa yang telah ditafsirkan secara 
analogi menjadi keterangan terdakwa, dapat dijadikan dasar pertimbangan 
dan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Serta harus di 
dukung dengan alat bukti yang sah lainnya ditambah dengan keyakinan 
hakim yang memperkuat dakwaan terhadap kesalahan yang dilakukan 
terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan batas minimum 
pembuktian perkara pidana berdasar pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 
189 ayat (4) KUHAP. 
B.  Saran 
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1.  Hakim dalam proses pembuktian di tingkat pengadilan diharapkan untuk 
menggali sumber-sumber bukti lain baik berupa alat bukti maupun barang 
bukti. Tidak terpaku pada pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum, karena dalam hukum acara pidana beban pembuktian berada pada 
Jaksa Penuntut Umum bukan pada tersangka atau terdakwa, sesuai dengan 
Pasal 66 KUHAP. Tetapi lebih pada pembuktian yang mendalam untuk 
mendapatkan kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana, yakni 
kebenaran materiil. Terlebih apabila ternyata pernyataan pengakuan 
bersalah yang diberikan terdakwa tersebut diperoleh dengan cara-cara 
penuh tekanan baik fisik maupun psikis oleh penyidik terhadap tersangka 
atau terdakwa pada pemeriksaan penyidikan.  
2.  Putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa 
hendaklah putusan yang dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi 
terdakwa belaka tetapi juga bagi masyarakat, karena dalam hal ini secara 
langsung maupun tidak langsung kepentingan masyarakat menjadi 
terganggu. Dengan adanya tindak pidana tersebut maka ketertiban umum 
dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah disimpangi oleh 
pelaku pidana. Terlebih dalam perkara “tanpa hak mengedarkan 
Psikotropika” ini terdakwa tidak hanya menjual dan mengedarkan 
psikotropika saja, tetapi juga sebagai pengguna yang tidak mungkin 
sembuh kecuali dengan diberikan rehabilitasi terhadap ketergantungan dan 
kecanduan dari penggunaan dan pemakaian shabu tersebut. Selain itu 
terdakwa juga telah berulangkali melakukan kejahatan tersebut dan telah 
berulangkali pula mendapatkan hukuman pidana. Namun terdakwa tidak 
jera dan membuatnya tidak ingin mengulanginya lagi. Hal tersebut 
mencerminkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya 
merupakan pemidanaan yang ringan padahal dalam ketentuan yang 
berlaku pemidanaan yang diberikan seharusnya adalah pidana berat. 
Sehingga diharapkan hakim dapat memberikan putusan dan hukuman yang 
lebih bijaksana dan tegas, agar terdakwa dan pelaku kejahatan lainnya jera 
dan tidak ingin melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi, hal tersebut 
berkaitan dengan tujuan preventif dan represif dalam hukum. 
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